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JAKARTA - DPR secara resmi mengesahkan revisi kedua

UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (ITE), Selasa (5/11). Pengesahan tingkat dua itu

. diambil dalam rapat paripurna ke-10 penutupan masa sidang Il
2023-2024. :

Pengesahan itu diambil setelah Ketua Panja‘ RUUITE Abdul

Kharis Almasyhari memaparkan poin-poin perubahan revisi UU ¥ vang wajib berbac _ e
Ii ITE dalam rapat paripurna. Usai Abdul Kharis membacakannya, s — B

1 Wakil Ketua DPR, Lodewijk Freidrich Paulus kemudian Pcnambahan ketentuan W“ﬁ‘ Mebnssaﬂ-ﬂ
' menanyakan persetujuan kepada anggota DPR di rapat paripur- 'sertifikasi elektronik. - =
na. “Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada fraksi-fraksi, Menambah penjelasan | ﬂasalmengenai anda_l, aman,
apakah rancangan UU tentang perubahan kedua atas UU Nomor beroperasi sebagalmana mesﬁnya dan
11 Tahun 2008 tentang ITE dapat disetujui untuk menjadi UU?” bertanggungjawab. - i anl 5 e s
tanya Lodewijk. - Ponlmb-han ue&nwan mengenal hmmjiban e
"Setuju,” demikian jawaban anggota DPR dalam rapat kuntuk memberikan -
paripurna. 'Sembilan atau semua fraksi sebelumnya telah m:g ml i m" s
menyepakati perubahan kedua UU ITE untuk disahkan menjadi
dalam bilan keputusan tingkat pertama Penambahan ketentuan mengenai memberi sanksi
g 22“{3 PN pepieibifin kepumusat Gkt b P kepada penyelenggara sistem elektronik yang tidak
Usu;la(nPe )i:ahan memberikan perlindungan bagi anak.
: ru

G : £ Ponambnhan lwtem:uan mengenalmnwcsl
Abdul Kharis sebelumnya menyebut sejak dibentuk pada 23 o i gl bagl parks m?nk ;;

April lalu, pihaknya telah membahas total 38 daftar inventarisasi menggunakan tanda tangan ele

masalah (DIM) revisi UU ITE. Jumlah itu terdiri atas usulan dengan sertifikat elektronik.

yang bersifat tetap 7 DIM, usulan perubahan redaksional 7 DIM, B MR i st g
dan usulan perubahan substansial sebanyak 24 DIM. Selain itu, |numgszon:?yang m‘fﬁ'},ﬁ?ﬁ?@m; baku y:r’\;
terdapat 16 DIM RUU usulan baru dari fraksi. dibuat oleh penyelenggara sistem elektronik memiliki

Dia memaparkan, sejumlah substansi perubahan dalam A S

're\'isikeduaUUHEantaralainseperﬁPasal.??ayat(l)nwnge— § Perubahan kmymanmengmalhmnmnhmdasqﬁap

nai kesusilaan, ayat (3) mengenai penghinaan atau pencemaran : mftslv-ﬂs dengan sengaja dan tanpa hak "““"‘I ” 1
nama baik, dan ayat (4) mengenai pemerasan atau pengancaman § dan/atau mmbundap:i aam:;;'?nmmm
yang merujuk pada KUHP. Ada pula pasal 28 ayat (1) mengenai dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan
penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibat-  yang melanggar kesusill : aan untii dml s “"“'m';l gerta
kan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. “ta::pa MWQMI;: Mx

dokumen elektronik yang memiliki mmtan perjudian.
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